WALI KOTA PALU

PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PALL
NOMOR 37 TAHUN 2022
TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat

{1] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun

2018 tentang Badan Layvanan Umum Daerah perlu

menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembinaan

dan Pengawasan Pada Badan Layanan Umum Daerah;

1.

Pasal 18 ayvat (6] Undanpg-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat Il Palu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3555);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara  Republik Indonesia Nomor 5387



scbagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Lndang Nomer 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Redua atas Undang-Undang Namor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara
Fepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Neparn Republik Indonesia
Momor o679);

4. Peraturan Menteti Dalam Negeri Momor 79 Tahun
2015 tentang Bagdan Layvanan Umum Daerah (Berita
Negara KRepublik [ndoncsia Tahun 2018 Nomor
1213);

MEMUTUSKARN:

bMenerapkan | PERATURAN WALl KOTA TENTANG PEMEBINAAN DAN

FENGAWASAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Paaal |

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1.

Fembinaan adalah usaha, tindakan dan kegialan yang ditunjuk
untuk mewujudkan tujuan tercapainya  penvelenggaraan pola
pengelolaan kevangan dan prakiik bisnis yvang sehut pada BLUD,
FPerigawasan adalah usaha. tindakan dan kegtatan yang ditunjuk
uniuk menjamin penyelenggaraan pola pengefalaan keuangan dan
praktik sris pada BLUD beralan secara efektf, efisien sesuar
dengan ketentuan peraturat perundang-undanpan.

Badan Layanan Umum Daerah yang sclanjutnya disingkat BLUT
adalah sistern  yang  diterapkan oleh  wunit pelaksana  teknis
dinas badan dacrah dalam  merberikan pelayanan  kepada
masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan

keuangan sebagai pengecuslian dari ketencuan pengelolaan daerah
pada umumnva.
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Deveann  Pengawas adalah  organ  vang  bheriugas  melakukan
Penpawasan terhadap penpgelolaan ELUD.

Pegawai BLUD adalah Pegawai Megeri Sipil dan! atau Pepawai
Pemerintah  dengan  Perjanjian  Kerja yarmg menvelenggarakan
kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD,

Gtandar Felavanan Minimal vang selanjuttiya disingkat SPM adalah
ketentuan mengenai jenis dan mutu  pelayanan  dasar  yvang
merupakan urusan Hemerintahan Wajib yang berhak dipercleh
sctiap warga secard minimal atau ketentuan tentang spesifikasi
teknis tolak ukur lavanan mirimail yang diberikan cleh BLUD kepada
masyarakat,

Daerah adalah Kota Pahy,

Wall {ota adalah Wali Kata Palu,

Pemerintah  Daersh  adalah Wali Koma  Palu sebagadl  unsur
penyelenggary Pemenintahan Daerah vang memmpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daetah ctonom.
FPerangkat Daerah adalah adalah unzsur pembanty Wab Kata Paly
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam remyelenggaraan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangat Daerah,

Sekretaris Dacrah adalah Sekretaris Daerah Kota Palu.

Pejabat Pengelota Keuangan Daerah yang selanjutniva disingkat
FPKD arlalah Kepala Badan Petgelola Keuangan dan Aset Paerah,
Begian adalah Bagian pada Sekretanat Daerah vang membidangi
tugas dan fungsi pembinaan BLUD.

BAB I
KEBiJAKAN PEMBINAAN

[asal 2
Wail Kola sebapal pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan
Daerah yang tidak dipisahkan dun mewalili Pemerintal Daerah
dalam lkepemilikan  kekayaan Daerah berwenang menelaplkan
kebijakan pembinaan BLUD.
Eebijakan pembinaan terhadap BLUD sehagaimana dimaksud pacia
ayat (1) terdird atas:

H. petnbinaan stratems; dan
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b.  pembinasn teknis,

Pernnhaan sirategis sebagaimana dimaksw! pada avat [2) huruf a
dilaksanakan oleh Sckretans Daerah.

Pembinnan tekmis erbagaimana dimeksud pada ayat (2] hurul b
dilaksanakan vleh Kepala Bagian dibanti oleh Sub Koordinator vang
membidangi tugas pembinaan BLLUT.

BAE (I
BENTUK PEMBINAAN

Bagian Keaatu

Pembinaan Strateps

Paaal 3
Sekreratis Daerah melaksanwkan pembinaan terhadap DENZUMISAT
BLUD pada kebijakan bersifat strategia vang diterapkan olely Wali
Kota.
Pembinaan sebagaimana dimaksu? pada ayat (1) meliputi
pengoordinasian, pengarshan dan pengendalian.
Kebijakan bersifat strategis vang  ditetapkan oleh Wuli  Kota
sebagaumana dimaksud pada ayat (1) terdini atas:
a. penctapan BLUD Laru;
b, perubahan bentyk hukum BLUD: dan
<. kepialan strategis Duerah.
kKepala Baman melalui Sub Koordinator yang membidang rugas
pembinaan BLUD melaksanakan prozes adminiztrasi kelvijukan
berailat strategis sebapaimana dimaksud pada ayveat [1).

Dagian Kedua
Fernbingan Tekmnis

Pasal 4
Pembinaat tcknis BLUD dilaksanakan cleh Kepala Dagian dibantuy
vleh Sub Koordinator vang membidang tugas pembinaan BLUL.
Pembinaan teknis BLUD sehagaimana dimaksud pada aval [1;,
terdin atlas:



{3)

[

(1]

{d)

(1]

a.  pembinaan organisasi, manajemen dan keuangan,
b pembinean pengurusan,

. pembinaan pendayagunaan aset:

d. pembinaan pengeinbangan bisnis;

monitoring dan evaluasi:

®

. adminigtrasi pembinaan; dan

g [ungsi lain yang diberikan vieh Selkretaris Daerah,

Uniuk melaksanakan permbinaan  teknis BLUD sebagaimany

dimaksud pada avat (1] dapat bekerasama dengan Perangkal Daerah

teknis dalam pembinaan teknis operasional terhadap pelaksanaan

Kebyakan Pemerintah Daersh vang bersesuaian dengan urusan

BLDD.

kerja sama sebagaimana ditnaksud pada avat (3] dilakukan dalam.

A pentvusunan kebjakan (eknis operasional: dan

b perumusan  dan pengkajlan  substansi kebijakan teknis
operasional BLUD.

BAE IV
UNSUR PEMBINAAN DAN PENCAWASAN

FPazgal &

UInsur Fembinaan terhadap BLUT terdin atax:

d. Perangkal Daeral rerkair;

b.  Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan
bidang keuangan daerah selaku pembina teknis keuangan; dan

c.  Perangket Daerah yang menyelenggarakean fungsi pemerinlahan
bidang perencanaan pembanpunan Daerab  selaku pembina
teknis penyusunan dan evaluasi dokumen petencanaan.

Ungur Pengawasan (erhadap BLUD oleh Inspektorat dan Satuan

Perigawas Intermal,

Fraagl G
Felaksanaan Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pagal 5 ayat
(I} lerdir atas:
a. sosialisasi;

b, supenasi;
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(L]
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taxibhitas1 dan asistensi;
konsultaai,

pendidikan dan pelatiban; dar
penelitian dan pengembangan.

Pelaksanaan 'engawnsan sehagaimang dimakysud d=lam Pasel 3 ayvar

[2]) meliputi pengawazan umum dan pengawasan teknis meliput:

A.
k.
.

reviu,;
mortoring dat evaluast; dan

pemeriksaan.

Pasal 7

Ferangkat Daerah terkait scbagaimana dimaksud dalam Pasal 5 avat

fl] huruf a berrugas:

da.

memberikan sosialisasi terkait tata laksana, petunjuk teknis,
petunjuk pelakssnaan, kebijakan dan repulasi terkait program
yang menjadi tugas dan fungss,

memberikan supervisi terkait pelaksanaan dan capaian program
BLUD,

membenkan,/melakulkan petidampingan berupa fasilitasi dan
asistensi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi.

memberikzan konsultasi terkait kebutuhan informasi dalsm
pelaksanaan tugas dan fungsi kepada BLUD:

melaporkan usulan pendidikan dan pelatihan dalam rangka
pengembangan kompentensi pejabat. pengelola dan  pegawai
BLUD; dan

melakukan peneliian dan  pengembangan  terkait upaya
peringkatan kinerja layanan pada BLUD,

Perangkat [aerah yang menyelenggarakan fungsi pemerntahan
bidang keuangan daerah sebagaimang dirmaksud dalam Pasal 5 ayat
(L) buruf b bertugas:

a.

memberikan sosializasi terkait tata laksana, priunjuk tekris,
petunjuk pelaksanaan, kebijakan dan repulasi penatansahaan
Eeuangan kepada BLUD:

memberikan supervisi terkait penatausabuan keuangan kepada
BLLID;



(3]

memberikan/ melakukan pendampingan berupa fasilitasi dan
asistenst terkait pelaksanasn penatansahnan kevanpgan dan
penyusunan laporan kevanpan kepada BLUD,

memnberilian  konsulest lerkail  penyusunan dan evaluasi
dokumen perencansan kepada BLUD;

memberikan pendidikan  dan pelatihan dalam rangka
pengembangan kompentensi pejabat pengelola dan pegawai
BLUD; dan

melakukan penelilian dan  pengembangsn  terkait upavya
peningkatan kinerja kevangan pada BLLD,

FPerangkat Daerah yang menyelengearakan lunesi pemerintahan

bidang perencanaan pemhangunen Dacrah schagaimana dimaksud

dalam Fasal 5 avat (1] huruf ¢ bertugas:

4.

[#3

e e rilcan sogialisasi  terkait penvusunan  dekumen
perencanaan dan rencans kerja kepada BLUT;

memberikan supetas terkait pEOYUSUNAN dokumen
perencanaan kepuda BLUD;

memberikan/melakukan pendampingan berupa flagilitasi dan
asistensi terkail penyusunan dokumen perencanaan  dan
evaluasl reficana kerja kepada BLUD,;

memberikan  konsultasi terkait penyusunan dan  evaluasi
doekumen perencanaan;

memberikan  pendidikan  dan  pelatihan dalam  rangka
cengembangan kempetensi di hidang perencanaan; dan
melakulkan  pemelittan dan pengembangan  terkait  upaya
peningkatan kinerja tayanan pada DLUD.

asal &

Penpowasan oleh Satusan Fengawas [nternal sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 ayat (2] memiliki tugas membantu manajemen untuk:

&,

b
o
d

pengamanan hartq kekayaan;

menciptakan akurasi sistem informagi keuangan;

menciptakan ehsiensi dan produktiviras; dan

rmendorong dipatuhinya kebijakan manajermen dalam  penerapan

praktik bianis yvang sehat.
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BAB v
TEKN!S PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9
Sos=ialisasi =ebagmimana dimaksud dalam Pasal 6 avat [1] huruf a
dilakukan padsa tahapan pendampingan, penilain, penetapan dan
pelaksanaan pola pengelolaan keuangan BLUD,
Sosialisas sebapaimana dimaksud pada ayvat [1} dilakukan terlcaat
peraturan perundang-undangan, petonjuk  teknis dan pelunjuk

pelaksanasn yang berhubungan langsung dengan pengelolaan
BLUD.

Paszal 10
Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal © ayat {1 huruf b
dilakukan pada tzshapan implemenrasi dan  evaluasi  dalam
pelaksanaan BLUL.
Supernsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait penilaian dan
permasalahan yang telah diindentiiikast selama pelaksanaan BLUD.

Pemal 11

Fasilitasi dan asistensi sehagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)

huruf ¢ metiputi:

5.
b.
T,

(1]

penguatan Kapasitas,

birnbingan reknis;

pendampingan yang dilakukan sejak tzhapan penyusunan Jokumen
perencatigan hisniz dan angearan:dan

pengorganiaasiun, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi BLUD.

Fasal 13
Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1] huraf d,
berkeaitan dengan :

a. kebuwluhan informasi dalam pelakzanaan tipas dan fungsi clsh
BLUDO;

b.  penyusunsan dan evaluasi dokumen keuangan nleh BLUD;



2]

(1)

(<}

¢.  penyusunan  dan evaluasi dokumen perencanaan  oleh
BLLID.dan

d.  konsultasi lainnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD.

Komsultasi sebagaimana dimaksud pade myat [1) dilakukan secara

lanpsung maupun tidak langsung.

Fagal 13
Pendidikan dan pelatihan sebapaimana dimaksud pada Pasal & ayat
(1} hural e, dilakukan melalui:
a. pendidikan formal mauvpun mformal;
I, uusialisasi dan semingar;
¢.  bimbingan teknis den pelatihan;
studi banding,dan
pendidilzan dan pelatihan lainnya delam peningkatan kapasitas
BLUD.
Pendidikan dan pelatihan sebapgaimana dimaksud pada avatl (1)
diikuti celh pejabal pengelola dan pegawai BLUD.

Pagal 14

Penelitan dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalm Pasal 6 ayat

(1) hurof 1, dlaksanakan:

.

{1)

dalam rangka mcnemukan formula dan perumusan kebijakan baru
yang inovatif bagi perkembangan tata kelola BLULD: dan

perumusen kebijakan baru yang inovatif bagi perkembangan tata
kelela BELUD.

Pasal 15
Reviu sebagaimana dimmaksud dalam Pasal 6 avut [2]) huruf a
dilaksonakan delam rangka;
a. mengakurasi keandalan dan kebebasan dala/informasi terkait
capaian SI°M dan program lainya,
h.  ketaatan terhadap standar prosedur sperasicnal, atandar profes)
acrta ketenfuan peraturan perundatig-undangan;
£. dampak penyelengaraan BLUD: dan



(2]

(3]

(1]

2]

(3]

d.

akuntabilitas dan lanega pengelolaan anggaran dan sumber

daya lainnya,

Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Paxal B avat

(2] hurul b dilakukan dalam rangla:

melihat pencapaian sementara, menganalisis dan menentukarn
rencana tindal lanjut terkait capaian SIP6M dan program laimva;
ketaatan terhadap standar prosedur oprasional, standar profesi
serla ketentuan peraturan perandang-undangan;

dampak penyelengaraan BLUD; dan

akutabilitas dan kinerja pengelelaan anggaran damt sumber daya

laitienya,

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal & avat (1} huruf c
dilakukan dalatm rangka:

a.

memasiikan tidak terjadinya penytmpangan dan pelanpgaran
terkait pelaksanaan kegiatan berdasarkan standar prosedur
oprasional, standar  profeal scrta ketentuan perturan
perundang-undangan:

penyelengaraan BLUB; dan

akuntahilitas dan kinerja pengelolaan anggaran dan sumer daya

lainnya.

BAR V1
PERZIYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN

SATUAN FENGAWASAN INTERNAL DAN DEWAN PENCGAWAS

Bagian Kesaily
satuan Pengawasan Internal

FPasal 16

Femimpin BLUD dapat membentuk satuan penpawas internal untuk

pengawasan dan pengendalian intemal terhadap kinesga pelayanan,

kevangan, dan pengaruh lingkungan sesial dalam menyvelenggarakan

prakiik bisnis yang schal.

Satuan pengawas internal pada BLULD minimal begumlah 1 (satu)

orang dan paling banvak berjumlah 3 {dgaj orang.

Fembentuken satuan pengewas internal sebagsimana dimalsud

pada ayat (2} dengan mempertimbangkan:



4]

n. kuantitas sumber days tnanusia dan kemampuan keuangsn
BLU

b. keseimbangan antara manfaat dan beburn,

£. kompleksitas manajemen; dan

ti.  volume dan/fatau jangkauan pelayanan,

Satnan Pengawas Internsa] sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD.

IPasal 17

Untuk depat diangkat sebagai Satuan Pengawas [ntemal pada BLUD

harus memenulby syaral:

.
b.

L o=

[1]

achat jasmani dan rohar,

memilikn keahlan, intergritas, pengelamean, jujur, perilaku yang haik
dan dedikasi yvang tinggi untuk memajukan dan mengembanghkan
BLUD,

memahan penyelenggaraan Pemerintahan Dacrah:

memahami tugas dan [ungs BLUD,

memiliki pengalaman tekniz pada BLULD;

berjaxab paling rendah D-3 [Diploma 3] Keschatan atau D-3
{Liplama 3} Akantansi;

pengalamnan kerja minimal 3 (tiga] tahun di bidang pengelolaan
keuangan alau bidang pembinaan BLUL:

berugia paling rendah 30(tiga puluh) tahun dan paling tinggi 35 (lima
puluh lima) tahun pada saat mendaftar perlama kali;

tiduk permah dihokum karena melakukan tindakan pidana yvang
mervgikan keuangan negars atau keuangen daerah;

tidak sedang menjalani hukuman pidana, dan

mernpunvai sikap indenpenden dan obvektif.

Raglan Kedug
Dewan Pengawas

Puossal 18
Dewan Penpawas BLUD dibentuk oleh Wah Kota.
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(4

(5]

i)

{2]

Pembentukan Dewan Pengawas sehapgaimana dimaksud pada ayat (1)
hanva dapat dilakukan oleh BLUD  yang memiliki realisa sl
pendapatan menurat laporan reelisass anggaran 2 {dual tabun
terakhir atay nilai aset menurut neraca 2 jdua) tahun terakhir
Dewan Pengawas scbagaimana dimaksud pada ayat (2] dibentuk
untuk melakukan pengawasan dan pengendalian internal yang
dilakukan alch Pejahat Pengelola.

Jumtah anggoty Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang atau 5

{lima) crang.

Jumlah angeotsn Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga] orang

sehapaimana dimaksud pada ayat (4) untuk BLUD yang memiliki:

a. realiasasi pendapatan menurut laporan renlisasi anggaran 2
fdua) tahun terakhit sebesar Ep.30.000,000.000,00 {tipa puluh
miliar rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000.000,00 (seratus
miliar rupiah); atau

Ir. nilai aset menurur neraca 2 (doa] wahun terakbnr sebesar
Rp.150.000,000.000,00 [seratus lima puluh miliar rupah)
sampal dengan Kp. 500,000.000.00 (lima ratus miliar rupiaht

Jumlah anggota Dewan Pengaweas paling banyak 5 (lima] orang

sebagaimana dimaksud pada ayat (4] untuk BLUD yang merniliki;

a. realissami pendapatan mcnorut laporan realisasi anggaran 2
idua}l tahun terakhir lebih besar dari Rp. 100000000, 000,00
(seratus miliar rupah); atau

. nilai aset menurut neraca 2 [(dua) tahun terakhir lebih besar

dari Rp, 5300000 000 00H) 00 [tima ratus miliaar ruptah).

I’asal 19
Anpgota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
avat (3] terdin atds unsur;
a. ! [=aty) orang pejabar Perangkat Daerah yvang membidangi
kegiatan BLUD,
. 1 {(=satu] arang pejabat Perangkal Daerah vang membuwdang
pEngelolasn kewangan dacrah; dan
oo 1 [eatly) orang tenaga Abl yang sesu dengan kegiatun BLLID,
Anggola Dewan Pengawas schagmimana dimakagd dalam Pasal 13

avat (b} terdir atas unsur



(3]

a. 2 [dua] orang pejabat Perangkat Daerah yang membidanm
kegiatan BLUD,

1. 2 tdua] orang peciabat Perangkat Daersh yang membidang
pengelolaan keuangan daeral, dan

¢, 1 [satu) orang tenapa ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUT.

Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf ¢ dan ayat

|21 huirrwl & dapat berasal dan tenaga prafesiohal atau perguruan

tinggi vang memahami tupas fungsi kegiatan dan layanan BLUD.

Fasal 20

Untuk dapal diangkat sebagai Dewan Pengawas pada [LAUD haruos

memenu b syarat:

H.
b.

o o

—+

{1]

achiar jasmani dan rghani;

rmemiliki keahlian, integrilas, kepemimpinan, pengalaman, jujur,
perilaku yanp batk dan dedikasi tang Hinggi untuk memajukan dan
menpermbangkan BLUD:

memahami penyelenggaraan pometintahan daesrgh,

memiliki pengetahusn yang memadai tugas dan fungsi BLUD,
menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
berijazah palimg rendah 5-1 [Strata 1);

berusia paling tingg 83 {enam puluh] tabunm lerhadap uwnsur
sebapaimana dimaksoud dalam Pasal 19 ayzt [1) dan avat (2);

tidak pernah menjadi anggata Direksi, Dewan Pengawas, atan
Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha
vang dipimpin dinyatakan pailit;

tidak zedang menjalani hukurman pidana; dan

tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala dacrah,
dan/atau calon anggota legislartif,

Pagal &1
Dewan Pengawas berupgas:
4.  mermnantau perkembangan kegiatan BLUL;
Ly menilai kingrja Keuangan maupun kineria non keuanpan BLUD
dan membetrikan rekomendasi atay hasil penilaian untuk
ditindaklanjuti alch Pejabat Pengelola BLUTY,



(2]

13)

(4]

(L

(2}

{3]

c.  memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja
dar hasil laporan audit pemertksa eksternal pemeriniab;
d. memberken nasechal  kepada Pejfabat Pempelola  dalam
melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
e,  memberikan pendapat dan waran kepada Wali Kota mengenai;
1. RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolasm
BLULY; dan
2. kirega ELUD
Perulaian kinerja keuanpgan sebagaimans ditmaksud pada avar (1
huruf b diukur pahng sedikit mehpuh:
a. mempercleh hasil usaha atau hasil kega dari layanan yang
diberikan {remtabilitos);
b,  memenchi kewajiban jangka pendeknya [Hkulcitaa);
memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas; dan
d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membisvai
pengeluAaran.
FPenilaian kinerja non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat {1}
huruf b divkur minimal berdazarkan peraspekifl pelangpan, proses
internal pelayanan, pembelajacan, dan pertumbuhan.
Dewan PFengawas melaporlan pelaksanaan tugastra scbagadmana
dimaksud pada avat (1] kepada Wall Kola secarn berkals paling
singkat 1 [satu] kali dalam zaty tabun atau sewaldtu-waktu jika
diperlukasn,

MPasgal 22
Masa jabatan angpoisn Newsn Penpgawas ditewapkan 5 (lima) tahun,
dapat diangkat kembali untuk 1 {satu) kali masa jebatan benkutnva
apabila belum berusia 60 (enam puluh) tahun
Dalam hal Datas usin angpotz Dewan Pergawas sudah berusia B0
(enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat
diangkar kembali untuk 1 (saru) kali masa jabatan berikutnya.
Anggots Dewan Pengawas diberhentikan oleh Wali Kora karena:
a. meningeal dunia;
b, masa jahatan berakhir; atan
¢.  diberhentikan sewakru-wakt.



(4]

[t

(2]

Anggota Dewan Pengaway diberhentikan scbhagaimana dimaksud

pada ayat (3] huryf ¢ Karena;

a. tidak dapat melaksanakan tugasnya denpan bail;

b. bdak melaksanakan kelentuan poraturan perundang-undangan,
terlibat dalam rindakan yvang merugilcan BLUTD,;

d.  dinyatakan berzalah dalam putusan pengadilan vang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap;

¥,  mengundurkan dif; dan

f  terlibat dalam  tindakan kecurangan sang menpakibatkan
kerugian pada BLUD. negara, dan/atau dasrah.

Pasal 23
Wali kota dapel menganpgkat Sekretaris Dewan Pengawas untuk
mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
Seliretaris Dewan Peongawas sebagaimana dimaksud pada avat (1)
bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 24

Segala Mava vang diperlukan dalam peluksansan tupas Dewan Pengawas

dan 3ekretans Dewan l'engawas dibebankan pada BLUD dan dwmuat
tlalur RBA

[l

(2}

(1]

BAR VIT
PELAPORAN DAN REVIU KINER.IA

Pasal 25
RLUD menyusun pelaporan dan pertangungiawaban berupa laporan
keuwangan berdasarkan stundar akuntansi pemerintahan.
BLUD mentusun pelaporan atas capaian kinega BLUD berdasarkan
lormat pelaporan kinerja vang berlalku.

Paszal 26
Pelaporan keuangan BLUD sebagaimans dimaksud dalam Puaswal 25
wyat (1) terdini atas;



4, laporan realisasi angparatmn’

b.  laporan perubahan saldo anggaran lebik;
T, Neraca;

d.  laporan operasional

<. laporan ams kas;

. laporan perubahan ekuitas: dan
F. calatan atas laparan keuangan,

(€l Pelaporan atas kinerja BLUD sebagaimana dimaksud daigrn FPasal 25
ayat (2| minimal memuat;

pendahulan;

Perencanaan kinega,

akuntahilitas kinerja:

akuntabilitas keuangan;

penghargaan; dan

L = L

penuinp (simpul dan saran).

(3] Perangkat Daerah yang menvelenggarakan fungsi pemerintahan
ndang perencanaan pembangunan Daerah melakukan revin aras
laporan kinerja BLUD.

(M Hasil reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja menjadi satu
kesatuan dari laporan kewangan dan laperan kinerja BLUD.,

Pasal 27
OLUD secara berjempang melaporken secara tertulis capalan kitvrja
keuangan dan nen keuangan scbagai bahan laporan bagl Pemerintah
Daerah kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina kelangan Daerah.

BAE VI
KETENTUAN PENLTUP

Fazal 28
Peraturan Wali Kota ini mulai berialoy pada tanggal diundangkan,




Agar  setlap orang mengetahuinya,
Peraturan Walj
Kota Palu,

memerintahkan pengundangan
Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Ditetapkan di Palu

pada tanggal 22 Desember 2022
WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu

pada tanggal 22 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

IRMAYANTI

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2022 NOMOR 37




